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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa perbandingan penyelesaian kasus 

perundungan terhadap pelaku anak antara hukum adat Bali khususnya di 

wilayah Tabanan dan Klungkung dengan hukum Nasional dalam proses 

penyelesaian kasus perundungan/bullying. Menurut hukum adat Bali terdapat 

proses penyelesaian yang mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan 

yang didasari oleh rasa keadilan yang ada didalam masyarakat hukum adat Bali 

dan menurut pendapat penulis proses penyelesaian yang ada pada hukum adat 

Bali selain dapat memberikan efek jera bagi pelaku tanpa memberikan cap 

jahat/labeling juga dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban dan 

tentu dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat hukum adat Bali. 

Sedangkan menurut Hukum Nasional proses penyelesaian kasus 

perundungan menurut hukum nasional terbagi 2 cara yakni secara penal dan 

non penal yang mana dalam pelaksanaanya keduanya berdasarkan pada 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Menurut pendapat penulis penyelesaian kasus perundungan menggunakan 

hukum nasional sudah memberikan efek jera bagi pelaku jika menggunakan 

proses secara penal dan jika mengunakan proses non penal walaupun tidak 
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bertujuan menghukum pelaku tetapi bertujuan untuk pemulihkan pihak korban 

dan pelaku. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis maka menurut 

penulis, penyelesaian kasus perundungan terhadap pelaku anak khususnya di 

wilayah Bali bisa menggunakan hukum Adat Bali sebagai alternative untuk 

melengkapi dari hukum nasional terkait rasa keadilan menurut masyarakat adat 

Bali. Sedangkan Penyelesaian kasus perundungan menggunakan hukum 

Nasional tetap masih Relevan bagi masyarakat Indonesia.  

B. Saran 

a. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia: Menggunakan hukum adat 

yang masih ada dibeberapa wilayah kesatuan Republik Indonesia dalam 

penyelesaian tindak pidana khususnya dalam hal ini kasus perundungan 

yang terjadi di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian diluar peradilan 

yang melibatkan masyarakat hukum adat di daerah tersebut.  

b. Bagi Pemerintah Daerah Bali: Menggali dan melakukan kodifikasi 

terhadap Awig-awig yang ada di seluruh daerah Bali agar dapat dijadikan 

acuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pidana, 

khususnya dalam hal ini kasus perundungan.  

c. Bagi Masyarakat Hukum Adat Bali: Tetap menerapkan hukum adat Bali 

untuk menjaga eksistensi hukum Bali diera perkembangan Hukum modern 

dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Nasional.
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